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BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 31 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA 

DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TRENGGALEK, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas tata kelola 

keuangan desa khususnya dalam pemberian penghasilan 

tetap kepala desa dan perangkat desa perlu dilakukan 

pembayaran secara non tunai; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
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dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
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2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 9; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 50 

TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA 

DESA. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) yang 

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati 

Trenggalek: 

a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek 

Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 

Nomor 2); 

b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2021 Nomor 5); 

 

Diubah sebagai berikut: 

 

Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), 

sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 
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(1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, 

sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya 

dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari 

ADD. 

(2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris 

Desa dan perangkat Desa lainnya ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling 

sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua 

puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) 

setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji 

pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a; 

b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa  paling 

sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua 

puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) 

setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji 

pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a; 

dan 

c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya 

paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua 

puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% 

(seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) golongan II/a. 

 
(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai 

penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris 

Desa dan perangkat Desa lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber 

lain dalam APBDesa selain dana Desa. 

(4) Pemerintah Desa membayarkan iuran jaminan sosial 

kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa dengan 

memotong sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan 

tetap kepala Desa dan perangkat Desa. 
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(5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dibayarkan secara non tunai dari RKD melalui 

bank yang ditunjuk oleh Bupati. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

    Ditetapkan di Trenggalek 

    pada tanggal  15 Juli 2021                         

 BUPATI TRENGGALEK, 

TTD 

  MOCHAMAD NUR ARIFIN 

 

 
Diundangkan di Trenggalek 

pada tanggal  15 Juli 2021                           

       SEKRETARIS DAERAH 

   KABUPATEN TRENGGALEK,  

                   TTD 

            JOKO IRIANTO 

 

 
 

 

 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 31 
 


